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Abstrak

Masyarakat Indonesia yang beragama Islam seharusnya melaksanakan pembagian
harta waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi, pada praktiknya
masih ada masyarakat yang membagi harta warisannya tidak selaras dengan hukum
kewarisan Islam, salah satunya yaitu melalui Perjanjian Waris. Perjanjian Waris
adalah perjanjian yang dilakukan oleh para ahli waris untuk menentukan pembagian
harta waris. Perjanjian Waris dianggap sebagai solusi yang tepat dalam pembagian
harta warisan karena dalam penentuannya telah disepakati oleh para ahli waris,
akan tetapi pada praktiknya masih terdapat sengketa waris meski telah dilakukan
pembagian melalui Perjanjian Waris. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui
kedudukan perjanjian waris berdasarkan Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. Kt
dan Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS. Penelitian ini dilakukan
mempergunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus (case
approach). Hasil dari penelitian ini yaitu kedudukan Perjanjian Waris berdasarkan
putusan pengadilan tersebut di atas dinyatakan sah menurut hukum sepanjang tidak
bertentangan dengan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata serta memerhatikan
asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Sehingga pihak-pihak yang
bersengketa wajib melaksanakan Perjanjian Waris yang telah dibuat.

Kata Kunci: Perjanjian Waris, Sengketa Waris
Abstract

Indonesian people who are Muslim should distribute inheritance in accordance with
Islamic inheritance law. However, in practice there are still people who divide their
inheritance that isn’t fit with Islamic inheritance law, one of them is through an
Inheritance Agreement. An Inheritance Agreement is an agreement made by the
heirs to define the allocation of inheritance. The Inheritance Agreement is
considered the right solution in the distribution of inheritance because in its
determination it has been agreed by the heirs who concerned, but in practice there
are still inheritance dispute even though the distribution has been carried out
through the Inheritance Agreement. The purpose of this research is to find out the
position of the Inheritance Agreement based on Decision Number
0219/Pdt.G/2024/PA. KIt and Decision Number 3536/Pdt.G/2023/PA. JS. This
research was conducted using normative juridicial methods through a case
approach. The result of this research is the position of the Inheritance Agreement
based on the court decision aboved is declared valid according to law as long as it
doesn’t contradict the Article 1320 and Article 1337 of Civil Code and pays
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attention to the principles of legal certainty, utility, and justice. So the parties to the
dispute are obliged to carry out the Inheritance Agreement that has been made.

Keywords: Inheritance Agreement, Inheritance Dispute
PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti akan mengalami beberapa peristiwa hukum di
antaranya kelahiran dan kematian. Peristiwa kelahiran memunculkan akibat hukum
berupa hak dan kewajiban, salah satunya yaitu hak keperdataan. (M. Hajir Susanto,
dkk, 2021: 116) Hak keperdataan dapat berupa hak waris, hak nasab, hak nafkah,
dan hak wali. Kematian seseorang juga menimbulkan hak dan kewajiban, di mana
pihak keluarga maupun orang lain memiliki kewajiban untuk mengurus dan
memakamkan jenazahnya. (Andi Chandra Kurniawan Amrin, dkk, 2021: 147)
Sedangkan, bagi anggota keluarga memiliki hak yang berkaitan dengan kebendaan
atau biasa disebut dengan hak waris. (Andi Chandra Kurniawan Amrin, dkk, 2021:
147)

Hukum waris Islam di Indonesia bersifat pluralis karena diberlakukan tiga
sistem hukum yakni hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat.
Menurut Ali ash-Shabuni sebagaimana dikutip oleh Naily Fadhilah mengemukakan
bahwa kewarisan Islam adalah aturan mengenai pembagian hak milik dari
pemiliknya yang telah meninggal dunia kepada pihak yang memiliki hak untuk
mewarisinya. (Naily Fadhilah, 2021: 41) Selain diatur dalam Al-Qur’an dan As-
Sunnah, kewarisan Islam di Indonesia juga diatur melalui Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai konsep pembaruan. Perihal
waris mewaris terdapat tiga unsur pokok yaitu pewaris, ahli waris, dan harta
warisan. Ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, harta
tersebut harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. (Hilman
Hadikusuma, 2015) Sehingga, hukum waris Islam telah mengatur bagian-bagian
yang didapatkan oleh ahli waris dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11 dan Buku
Il KHI tentang Hukum Kewarisan.

Namun, yang sebenarnya terjadi dalam pembagian warisan, masyarakat
muslim di Indonesia tidak selalu berdasarkan hukum Islam. Salah satunya yaitu
menggunakan Perjanjian Waris. Secara garis besar dapat diketahui bahwa

Perjanjian Waris adalah suatu kesepakatan antar ahli waris pada proses pembagian
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harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. (Lili Anggraini, dkk, 2021: 187)
Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat melakukan pembagian
waris melalui Perjanjian Waris tidak selaras dengan hukum Islam.

Kewarisan ialah ilmu yang berkaitan dengan hak milik, sehingga sangat
rentan terjadinya sengketa apabila pembagiannya tidak dilakukan secara transparan
dan berdasar pada aturan hukum yang jelas. Sengketa merupakan suatu suatu
perselisihan dua orang atau lebih pihak yang mana setiap pihak berusaha saling
mempertahankan pendapatnya. (Atika Puspita Sari, dkk, 2022: 80) Berbagai faktor
dapat memicu timbulnya sengketa waris seperti perselisihan, kepalsuan salah satu
atau beberapa pihak merasa dirugikan, ketidaktahuan para pihak yang
mengakibatkan suatu pandangan yang berbeda. (Satria Effendi M. Zein, 2005: 234)

Seperti halnya dalam perkara waris yang diadili oleh Pengadilan Agama
Klaten, di mana pada perkara tersebut pewaris meninggal dunia sejak tahun 1996
dengan meninggalkan lima orang anak selaku ahli waris dan sebidang tanah
pekarangan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya. Awalnya, harta warisan
tersebut belum dibagi hinggaa empat dari lima ahli waris telah meninggal dunia.
Lalu, pada tahun 2023 telah disepakati pembagian harta waris melalui Perjanjian
Waris yang dihadiri dan ditandatangani oleh para ahli waris maupun ahli waris
pengganti serta bersedia untuk melakukan pecah sertifikat. Penggugat selaku suami
dari almarhumah anak kedua dari pewaris merasa tidak terima dan dirugikan karena
pecah sertifikat tidak segera dilaksanakan, tidak diperbolehkan untuk menghadiri
musyawarah Perjanjian Waris, dan tidak menguasai harta warisan (objek sengketa).
Sehingga, Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Klaten dan
meminta agar dilakukan sita jaminan serta membagi harta warisan tersebut secara
munasakhah. Majelis Hakim Pengadilan Klaten menolak gugatan dari Penggugat
tersebut.

Perkara serupa juga ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Pewaris meninggal dunia sejak tahun 2022 dengan meninggalkan empat orang anak
selaku ahli waris. Namun, salah satu ahli waris telah meninggal dunia lebih dahulu
dengan meninggalkan dua anak kandung yang menjadi ahli waris pengganti.
Penggugat merupakan anak kandung pewaris dari suami yang kedua. Sejak pewaris

meninggal, harta warisan belum pernah dibagi, hingga pada bulan Agustus 2023
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para ahli waris secara sukarela membagi harta warisan secara merata melalui
Perjanjian Waris dengan bagian masing-masing 25%. Alasan Penggugat
mengajukan gugatan yaitu untuk menetapkan ahli waris yang memiliki hak karena
sesuai dengan Pasal 174 KHI menyatakan bahwa cucu tidak termasuk dalam
kelompok ahli waris, juga untuk menyatakan telah terjadi kesepakatan perjanjian
pembagian warisan antara para ahli waris, dan dikarenakan objek waris dikuasai
oleh Para Tergugat yang terdiri dari dua orang anak kandung pewaris dari suami
yang pertama dan dua orang cucu pewaris. Majelis Hakim Pengadilan Agama
Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian
ini yaitu: Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa
waris pada Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. KIt dan Putusan Nomor
3536/Pdt.G/2023/PA. JS? Kedua, bagaimana kedudukan perjanjian waris
berdasarkan Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan Nomor
3536/Pdt.G/2023/PA. JS?

METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan
kasus. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang dilaksanakan dengan
menitikberatkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur dan buku-
buku yang berkorelasi dengan hubungan hukum, terutama mengenai putusan
pengadilan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa kewarisan. (Bambang
Waluyo, 2002) Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan
tujuan mempelajari norma-norma hukum yang dilaksanakan dalam praktik hukum,
khususnya terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh pengadilan. (Moh. Askin
dan Masidin, 2023: 6) Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian bersifat
deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan subjek dan objek sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya. (Nur Solikin, 2021: 125)

Sedangkan, data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder
yang terdiri atas tiga bahan hukum di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer
1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam (KHI)



2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
3) Putusan Pengadilan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. Kt
4) Putusan Pengadilan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal
penelitian, skripsi, tesis, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan
penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang Penulis gunakan salah satunya yaitu

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memerlukan adanya pengumpulan
data yang mana pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan
mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan
tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang
digunakan yaitu metode berpikir deduktif, hal ini dikarenakan penelitian ini bersifat
kualitatif. Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan
kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum dan telah dibuktikan kebenarannya
serta kesimpulan tersebut ditujukan kepada sesuatu yang bersifat khusus.
(Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002: 23)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Waris pada
Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. KIt dan Putusan Nomor

3536/Pdt.G/2023/PA. JS
1) Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor

0219/Pdt.G/2024/PA. Kt
a) Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten yang
memeriksa dan mengadili perkara Nomor
0219/Pdt.G/2024/PA. Klt antara Mtf (Penggugat 1), kedua
anak laki-laki Mtf (Penggugat Il dan Penggugat IlI), dan T
(Penggugat 1V) melawan istri dan kedua anak almarhum B

(Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Il), istri dan kedua
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anak almarhum M (Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat
VI), serta ketiga anak almarhumah S (Tergugat VII,
Tergugat VIII, dan Tergugat IX) dalam pertimbangan
hukumnya menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan pada
proses pembagian harta warisan dari AM (pewaris) yaitu
dilaksanakannya Perjanjian Waris yang mana hal tersebut
telah diakui kedua belah pihak dan terbukti dalam agenda
pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat.

Pada perkara ini, Majelis Hakim lebih
mempertimbangkan Perjanjian Waris yang merupakan
rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi daripada tuntutan
Para Penggugat untuk membagi harta waris berdasarkan
hukum Islam. Hal ini dikarenakan Para Penggugat tidak
dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan
bahwa “harta warisan belum pernah dibagi.” Ketika agenda
jawaban gugatan berlangsung, timbul fakta hukum yang
dinyatakan oleh Para Tergugat bahwa telah terjadi Perjanjian
Waris tertanggal 06 Agustus 2023 yang mana hal tersebut
diakui oleh kedua pihak dan terbukti pada agenda
pembuktian (T.32 berupa fotokopi surat Perjanjian Waris
dan T.33 berupa foto pada saat Perjanjian Waris dilakukan).

Oleh karena dalil Para Penggugat tidak terbukti
secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dengan
mengutip pendapat dari ahli hukum Islam dalam Kitab Al
Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang artinya “Apabila
Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya
ditolak.” Sehingga, gugatan mengenai “harta warisan belum
pernah dibagi” ditolak dan tuntutan mengenai pembagian
harta waris sesuai hukum Islam dikesampingkan oleh
Majelis Hakim.

Berkaitan dengan telah dilakukannya Perjanjian

Waris, maka keabsahan perjanjian tersebut harus dinilai

6



b)

terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Sedangkan, dalam Pasal 176 KHI yang
menyatakan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama
dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga bagian
yang seharusnya didapatkan oleh masing-masing ahli waris
secara hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1) B mendapatkan 2/7 dari 660 m? atau 188,571 m?

2) Mfn mendapatkan 1/7 dari 660 m? atau 94,285 m?

3) T mendapatkan 1/7 dari 660 m? atau 94,285 m?

4) M mendapatkan 2/7 dari 660 m? atau 188,571 m?

5) S mendapatkan 1/7 dari 660 m? atau 94,285 m?.

Namun, karena telah terjadi Perjanjian Waris yang
mana bagian masing-masing ahli waris tidak sama persis
dengan bagian sesuai hukum Islam dengan memerhatikan
asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian B yang
seharusnya yaitu 188,571 m? mendapatkan 114,30 m? berupa
rumah induk, bagian M yang seharusnya yaitu 188,571 m?
mendapatkan 240,54 m? namun M membangun rumah di
atas tanah tersebut secara mandiri, sedangkan bagian ketiga
anak perempuan pewaris yakni Mfn, T, dan S yang
seharusnya masing-masing 94,285 m? mendapatkan +100 m?
namun masih berupa tanah pekarangan.
Analisis Pertimbangan Hakim
Pertimbangan dan amar putusan dari Majelis Hakim

tersebut di atas berdasarkan penilaian terhadap alat bukti dan
saksi-saksi telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata.
Namun, mengenai dasar hukum yang digunakan menurut
Penulis tidak sesuai. Mengenai ditolaknya gugatan Para
Penggugat untuk membagi harta warisan secara hukum

Islam dengan dasar bahwa dalil gugatan tersebut tidak
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terbukti, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
Meskipun dalil mengenai objek waris yang belum dibagi
tidak terbukti, seharusnya Majelis Hakim tetap
mempertimbangkan pembagian harta waris secara hukum
Islam. Karena, pada hakikatnya suatu peraturan perundang-
undangan memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada
surat perjanjian berupa akta di bawah tangan. Oleh karena
itu, seharusnya peraturan perundang-undangan lebih
diutamakan, dalam hal ini adalah Pasal 176 KHI yang
menyatakan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama
anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua
berbanding satu dari anak perempuan.

Selain itu, perkara ini diperiksa dan diadili oleh
Pengadilan Agama, maka seharusnya proses yang dilakukan
selalu berdasarkan hukum Islam. Pada kewarisan Islam
terdapat asas-asas yang dapat dijadikan dasar sebagai
tumpuan untuk berpikir atau berpendapat seperti yang telah
Penulis uraikan di bab sebelumnya, salah satunya yaitu asas
ijbari. Asas ijbari adalah peralihan harta dari orang yang
telah meninggal kepada ahli warisnya secara otomatis sesuai
dengan ketentuan Allah Swt. tanpa bergantung pada
kehendak pewaris dan ahli waris. Asas ini mengandung
unsur yang memaksa atau compulsory, karena pewarisan
telah diatur dan ahli waris memperoleh peralihan harta sesuai
jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. (R. Saija dan
Igbal Taufik, 2016) Pada perkara ini sifat paksaan yang
seharusnya melekat yaitu berkaitan dengan ketentuan jumlah
hartanya seperti dalam QS. An-Nisa ayat 7, 11, dan 12.

2) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
3536/Pdt.G/2023/PA. JS

a) Pertimbangan Hakim



Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan
yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan Nomor
3536/Pdt.G/2023/PA. JS antara NSID (Penggugat) melawan
LH (Tergugat 1), G (Tergugat I1), MPA (Tergugat Il1), dan
PA (Tergugat 1V) dalam pertimbangan hukumnya
menyatakan bahwa pokok permasalahan dari gugatan yang
diajukan oleh Penggugat yaitu tuntutan untuk ditetapkannya
ahli waris yang memiliki hak untuk menerima harta warisan
dari pewaris. Mengingat pada perkara ini Tergugat 11l dan
Tergugat IV merupakan cucu dari pewaris. Selain itu,
Penggugat juga menuntut untuk dinyatakan bahwa telah
terjadi proses pembagian harta warisan melalui Perjanjian
Waris tertanggal 25 Agustus 2023.

Berkaitan dengan tuntutan yang kedua yaitu
Penggugat menuntut bahwa telah dilakukan pembagian
warisan melalui Perjanjian Waris pada tanggal 25 Agustus
2023. Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para
pihak, dalam hal ini yaitu Penggugat dan Para Tergugat.
Melalui pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim lebih
mempertimbangkan Perjanjian Waris daripada pembagian
sesuai hukum Islam dikarenakan hal tersebut merupakan
tuntutan dari Penggugat yang mana diakui oleh para pihak
dan terbukti dalam persidangan. Sehingga, Majelis Hakim
menilai Perjanjian Waris tersebut berdasarkan Pasal 1338
KUHPerdata, hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah ra., Pasal 183 KHI, Putusan MARI Nomor 2831
K/Pdt/1996, dan Putusan MARI Nomor 3182 K/Pdt/1994.

Pasal 1338 KUHPerdata mengandung makna bahwa
perjanjian yang dibuat akan berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya atau biasa dikenal dengan
asas pacta sunt servanda. Sejalan dengan asas tersebut,

terdapat kaidah umum hadits Nabi SAW yang diriwayatkan
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b)

dari Abu Hurairah ra. dan telah disepakati oleh para ulama
berkaitan dengan perjanjian. Pasal 183 KHI menyatakan
bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan
perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-
masing menyadari bagiannya. Hal tersebut dapat dimaknai
apabila seluruh ahli waris rela membagi secara
kekeluargaan, maka dapat dibagi secara damai sesuai dengan
kesepakatan dari seluruh ahli waris. (A. Fauzi Aziz, 2022:
48-49) Para pihak dalam perkara ini secara sukarela telah
sepakat untuk membagi harta waris secara kekeluargaan
dengan bagian yang sama rata. Hal ini ditandai dengan
dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Waris tersebut pada
tanggal 25 Agustus 2023.
Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan dan amar putusan hakim di atas
apabila dinilai berdasarkan alat bukti dan saksi telah sesuai
dengan Hukum Acara Perdata. Namun, apabila dinilai dari
norma yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam
pertimbangannya, maka menurut Penulis tidak sesuai.
Majelis Hakim mempertimbangkan Perjanjian Waris hanya
karena hal tersebut sesuai tuntutan Penggugat. Hakim
seharusnya dapat menilai apakah perjanjian tersebut
melanggar hukum waris Islam atau tidak, mengingat para
pihak menganut agama Islam sehingga wajib hukumnya
untuk membagi harta warisan sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan
Perjanjian Waris tersebut dengan asas pacta sunt servanda
yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan
ditegaskan oleh hadits Nabi SAW serta tidak menilai
keabsahan Perjanjian Waris berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata. Dasar-dasar yang digunakan oleh Majelis

Hakim seharusnya tidak dijadikan acuan, mengingat aturan
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tersebut merupakan aturan dasar perjanjian yang tidak dapat
dikorelasikan dengan perkara kewarisan.

Selain itu, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal
183 KHI yang menyatakan bahwa setiap ahli waris dapat
bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta
warisan, setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Hal
tersebut tentu kurang tepat, karena frasa setelah masing-
masing mengetahui bagiannya” mengandung arti bahwa ahli
waris tersebut telah mengetahui bagian yang akan
diterimanya sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini yaitu
Pasal 176 KHI. Pasal tersebut menyebutkan bahwa bagian
laki-laki adalah dua berbanding satu dari bagian perempuan.
Sehingga, bagian yang seharusnya didapatkan oleh masing-
masing ahli waris yaitu:

a) NSID (Penggugat) mendapatkan 1/6 bagian;

b) LH (Tergugat I) mendapatkan 2/6 bagian;

c) G (Tergugat I1) mendapatkan 2/6 bagian, serta

d) MPA dan PA (Tergugat Il dan Tergugat 1V)
mendapatkan 1/6 bagian.

Berkaitan dengan yurisprudensi yang digunakan oleh
Majelis Hakim telah sesuai bahwa hakim memiliki sifat non
ultra petita, namun menurut Penulis apabila hakim menilai
Perjanjian Waris tersebut tidak selaras dengan hukum Islam,

maka hakim dapat menolak gugatan dari Penggugat.

3) Perbandingan Antara Putusan Nomor 0219/Pdt.G.2024/PA. Klt
dan Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS

No.

Putusan Amar Dasar Hukum dalam
Putusan Pertimbangan
Hakim
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1. | Putusan Nomor | Menolak Pasal 1320 Kitab
0219/Pdt.G/2024 | gugatan Undang-undang
/PA. Klt konvensi, Hukum Perdata
mengabulkan
gugatan
rekonvensi
2. | Putusan Nomor | Dikabulkan - Pasal 1338
3536/Pdt.G/2023 KUHPerdata
IPA. JS - Pasal 183 KHI
- Putusan MARI
Nomor 3182
K/Pdt/1994
- Putusan MARI
Nomor 2831
K/Pdt/1996

b. Kedudukan Perjanjian Waris Berdasarkan Putusan Nomor

0219/Pdt.G/2024/PA. KIt dan Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS

Perjanjian Waris merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan
oleh sesama ahli waris dalam proses pembagian harta warisan. Perjanjian
Waris tidak jarang terjadi pada masyarakat Indonesia karena dianggap
sebagai solusi yang tepat dalam hal membagi harta waris. Seperti halnya
dalam Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan Nomor
3536/Pdt.G/2023/PA. JS, dalam kedua putusan tersebut Majelis Hakim
memberikan putusan akhir yang sama yaitu menyatakan Perjanjian Waris

yang dibuat oleh para pihak sah menurut hukum dan harus ditaati.

Pada putusan pertama, Majelis Hakim menilai bahwa Perjanjian
Waris tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang tercantum
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada putusan
kedua, Majelis Hakim menilai bahwa Perjanjian Waris tersebut terikat pada
Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai asas pacta sunt
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servanda yang artinya suatu perjanjian mengikat bagi para pihak yang
membuatnya. Selain itu, juga didasarkan pada Pasal 183 Kompilasi Hukum
Islam yang menyebutkan bahwa setiap ahli waris dapat bersepakat
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-
masing mengetahui bagiannya. Pasal tersebut merupakan representasi dari
Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai definisi
perjanjian. Karena kedua putusan tersebut di atas menyatakan bahwa
Perjanjian Waris sama-sama dinyatakan sah menurut hukum oleh Majelis
Hakim, maka para pihak harus mematuhi putusan dan melaksanakan
pembagian harta warisan sesuai dengan apa yang menjadi isi dari Perjanjian

Waris tersebut.

Pada perkara ini Majelis Hakim lebih mempertimbangkan
Perjanjian Waris dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan
dalil gugatannya mengenai harta warisan belum pernah dibagi, sehingga
gugatan tersebut ditolak dan pembagian harta waris berdasarkan hukum
Islam dikesampingkan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga
menerangkan bahwa Perjanjian Waris tersebut tidak melanggar syariat
Islam sebagaimana tertuang dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari
Abu Hurairah ra. berbunyi:

Lo Jal 5 992 a5a Laom 9) aelasis e o34kl yang artinya: “kaum
muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali
syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang
haram.” Selain itu terdapat ayat Al-Qur’an yang menjadikan dasar
diperbolehkannya Perjanjian Waris ini dilaksanakan yakni pada QS. As-

(13

Syura 42: 38 yang berbunyi “...2%5 )33 ad)e 5.7 artinya selalu
bermusyawarah untuk menentukan sikap dalam menghadapi hal-hal yang
rumit dan penting serta QS. Ali-lmran 3: 159 yang berbunyi
“..» Y ah)4Es.” dengan makna Allah Swt. memerintahkan
manusia untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, karena
musyawarah merupakan bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada

Allah Swt. Oleh karena masalah kewarisan termasuk hal-hal yang rumit dan
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penting serta sama-sama memerlukan kesepakatan dari para pihak, maka
Perjanjian Waris dianalogikan dengan musyawarah sebagaimana di atas.

Putusan akhir dari Majelis Hakim yang demikian, menurut Penulis
tidak tepat. Hal ini dikarenakan para pihak pada kedua putusan tersebut
beragama Islam, sehingga seharusnya proses pembagian harta waris
dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam. Berdasarkan asas ijbari,
pemindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlaku secara
otomatis sesuai kehendak Allah Swt. tanpa bergantung pada kehendak
pewaris maupun ahli waris. Oleh karena itu, ahli waris mempunyai
kewajiban untuk membagikan harta waris tersebut sesuai dengan porsi
masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah Swt.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam
terdapat frasa setelah masing-masing menyadari bagiannya” yang
memiliki arti ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing sesuai
dengan ketentuan hukum waris Islam, bukan mengetahui bagiannya sesuai
dengan Perjanjian Waris. Bagian waris menurut hukum waris Islam telah
diatur secara tegas dan mutlak dalam QS. An-Nisa ayat 7 dan 11 serta diatur
pula dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, asas dalam
kewarisan tidak dapat disamakan dengan asas dalam perjanjian.

Asas ijbari dan asas pacta sunt servanda memiliki makna yang
berlawanan. Asas ijbari memiliki sifat paksaan baik dari segi peralihan
harta, penerima peralihan harta, dan jumlah harta yang beralih. Artinya
dengan adanya asas ijbari maka perpindahan harta dari pewaris kepada ahli
warisnya berlaku secara langsung ketika pewaris telah meninggal tanpa
dilakukan tindakan apapun, begitu pula dengan ahli waris dan jumlah
warisan yang akan didapatkan. Sedangkan, asas pacta sunt servanda
merupakan asas perjanjian secara umum dan tidak ada relevansinya dengan
masalah kewarisan. Terlebih perkara ini diselesaikan di Pengadilan Agama,
maka sudah sepantasnya semua perkara terutama perkara kewarisan
diselesaikan atau diadili berdasarkan hukum Islam.

4. PENUTUP
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Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan Penulis pada bab-bab

sebelumnya, maka kesimpulan atas hasil penelitian ini yaitu:

a)

b)

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan akhir untuk menyatakan
bahwa Perjanjian Waris yang telah dibentuk, disepakati, dan ditandatangani
oleh para pihak berdasarkan Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. KIt dan
Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS adalah tidak sesuai. Pasal 1320
dan Pasal 1338 KUHPerdata merupakan dasar hukum perjanjian secara
umum, sedangkan perihal bagian setiap ahli waris telah ditentukan secara
mutlak baik dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 7, 11, dan 12 serta diatur
dalam Pasal 176 KHI. Sehingga, ketentuannya mutlak dan tidak dapat
berubah.

Kedudukan  Perjanjian ~ Waris  berdasarkan ~ Putusan ~ Nomor
0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS
yaitu sama-sama dinyatakan sah secara hukum oleh Majelis Hakim
sehingga Perjanjian Waris tersebut mengikat bagi para pihak yang
bersangkutan, maka para pihak diharuskan untuk melaksanakan dan
menaati apa yang menjadi isi dari Perjanjian Waris tersebut. Meski
demikian, Perjanjian Waris tersebut tidak sesuai dengan asas kewarisan

Islam yaitu asas ijbari.
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